
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

NOMOR 78 TAHUN 2025 
TENTANG 

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 
BERKELANJUTAN PROVINSI BANTEN SEMESTER I 

TAHUN 2025 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN, 
 

 
Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan memperbaharui data 

pemilih dalam penyusunan pada Pemilihan Umum dan/ 
atau Pemilihan berikutnya perlu dilakukan pemutakhiran 

data pemilih secara berkelanjutan secara komprehensif, 
akurat, dan terkini dengan tetap menjamin kerahasiaan 
data; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan pemutakhiran 
data pemilih berkelanjutan secara berjenjang paling 
sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, hasil 
rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 
tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi; 

  d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Banten Nomor 133/PL.01.2-BA/36/2025 tentang 
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I 
Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Banten telah melakukan rapat pleno terbuka 
rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Banten tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran 
Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Banten Semester I 

Tahun 2025; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

SALINAN 
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Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6547); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 377); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200); 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN 
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI BANTEN 
SEMESTER I TAHUN 2025. 

 
KESATU : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

Provinsi Banten Semester I Tahun 2025 ditetapkan 
berdasarkan Formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Serang 
pada tanggal 4 Juli 2025 
 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN, 
 
 

                          ttd. 
 

MOHAMAD IHSAN 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan 

Hukum 

 

 

 

Edy Handoko 
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REKAP PEMILIH PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) 
PROVINSI BANTEN SEMESTER I TAHUN 2025 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Nama 

Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Kecamatan 
Jumlah 

Desa/Kel 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

1 Pandeglang 35 339 511.871 484.354 996.225 

2 Lebak 28 345 542.748 515.871 1.058.619 

3 Tangerang 29 274 1.196.376 1.176.239 2.372.615 

4 Serang 29 326 622.021 605.248 1.227.269 

5 Kota Tangerang 13 104 692.037 702.821 1.394.858 

6 Kota Cilegon 8 43 167.476 165.972 333.448 

7 Kota Serang 6 67 259.959 256.137 516.096 

8 
Kota Tangerang 
Selatan 

7 54 522.291 544.932 1.067.223 

TOTAL 155 1.552 4.514.779 4.451.574 8.966.353 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI BANTEN 
NOMOR 78 TAHUN 2025 

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 
BERKELANJUTAN PROVINSI BANTEN 
SEMESTER I TAHUN 2025 

Ditetapkan di Serang 
pada tanggal 4 Juli 2025 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI BANTEN, 

 
 
                          ttd. 
 

MOHAMAD IHSAN 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan 

Hukum 

 

 

 

Edy Handoko 


